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Perkawinan antaragama tzdak ;amng'm'
sandaran  hukumnya. maupun paham-pa,

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tida
S.H., dan Indra Warga Dalem, S.H. Kea‘ua penulzsz

salah perkawinan antaragama,

Setelah lebih dari satu dasawarsa,
masaiah perkawinan antaragama mun-
cul kembali ke permukaan dan. men-
jadi perdebatan di kalangan ahli hu-
kum. Hal ini wajar, karena sejak dike-
luarkannya Undang-undang No. 1 Ta-
hun 1974 tentang Perkawinan telah
timbul polemik yang berkenaan de-
ngan materi dari Undang-undang itu
sendiri. )

Salah satu materi Undang-undang
Perkawinan yang menjadi masalah sam-
pal saat ini adalah mengenai sahnya
perkawinan sebagaimana diztur dalam
Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Per-
kawinan.®> Mengapa sah atau tidak-

1) Untuk selanjutnya Undang-undang No.

1 Tahun 1974 dalam tulisan ini disebut
dengan Undang-undang Perkawinan.

Perhatikan Pasal 2 Undang-undang Per-
kawinan vang menyebutkan: (1) Perka-
winan adalah szh, apabila dilakukan me-
nurut hukum masing-masing agamanya
dan kepercayaannyz itu. (2) Tiap-tiap
perkawinan dicatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berfaku. Pasal
im sermg dﬂcatakan sebagm landasan
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PERKAWINAN ANTARAGAMA DAN UNDANG—UNDANG
e NO 1 TAHUN 1974 .

Hudowo S. H dan In

2 Warga Dalem, S.H.

kot f}idsglah, baik mengenai
hang di masyarakat

ng be
tentang masalah itw. Nampaknya, pengati an. perkawman_antaragarm di dalam

emada menurut Juswe Hudowo,
neobu membahas ma-

Redaksi

nya perkawinan sampai saat ini masih
dipermasalahkan? Karena berangkat
dari materi sehnya perkawinan, mun-
cul permasalahan baru vang acecessoir
dengan masalah sahnya perkawinan
yakni masalah perkawinan antaragamna
di Indonesia, yang merupakan tema
sentral penulisan ini.

Salmya Perkawinan dan Perkawinan
Antaragama

Pasal 2 ayat (1) Undangundang
Perkawinan secara limitatif menentu-
kan bahwa hukum agama dan keper-
cayaannya itu merupakan syarat bagi
sahnya suatu perkawinan. Hal inj ber
arti bahwa perkawinan harus dilang
sungkan semata-mata menurut hukum
agama dari kedua mempelai. Jadi da-
lam hal ini kiranya tidaklah dapat di-
tolerir perkawinan di Juar hukum ma-
sing-masing agamanya dan kepercaya-
annya itu.®? Namun, persoalannya se-

3} Hal ini berkenaan dengan landasan aga-
ma sebagai dasar hnkum perkawinan,



: Fe:_-fga:yz_’ﬁqr_t dAniaragama .

karang,. bagaimana . hubungan . antara
sahnya perkawman dengan pezkawxnan‘

Perkawman tersebut,® .maka perka-
winan antaraﬂama d]hadapkan pada
‘dua materi Undang-undang ini, yakni
~sahnya; perkawinan dan-larangan per

kawinan. Atau:dengan perkataan lain,
“apakah petkawinan antaragama dapat -

{i@éﬂgenan}c_an_ dan berarti.bahwa per-

kawinan antaragama adalah sah-menu-

rut Undang-updang perkawinan ? ..

" nentukan bahwa landasan hukum agama
“sebagai  keabsahan perkawinan adalszh
mutlak menolak perka winan antaragama.
Perhatikan, Mahmou'ddin Sudin, Perka-
.winan Anteragama ([nterfaith Marriage),
(Jakarta: . Yayasan Sarana Keluarga Se-
jahtera, 1986, him. 11 dan setemsnya

Likat juga Rusli, 8 H.dan R. Tama, §.H.,

Perkawinar Antaragame dan ‘Masalah-

‘nya (Bandung Pionir Jaya, 1986}, him.

26-31.

4) Pasal 8 Undang- unciang Perkawinan yanhg

_berm larangan-larangan pexkawman, ber-

“bunyi sebagal berikut:

‘Perkawinan dilarang antara dua oraﬁg

yang

a. Berhubungan darah dalam gasdis ketu-

‘runan Jurus ke bawah ataupun ke
atas;’

‘b. Berhubungan darah dalam garis ketu-
tunan menyamping yaitu antara sau-

- dara, antara seorang dengan saudara
orangtua dan aniama seorang dengan
saudara neneknya;

¢. ‘Berhubungan semenda, yaitu mertua,
anak tiri, menantu dan ibu/bapak tisi;

d. Berhubungan susuan, yvaitu orangtua
susuan, szudara susuan, anak susuan
dan bibi/paman susuan;

e. Berhubungen ‘saudara "dengan istri
atau sebagal bibi atau kemenakan da-
1i istri, dalam hal seorang suami bet-
istrilebih dari seorang;

f. Mempunyal hubungan yang oleh aga-

manya atau peraturan lain yang ber--

%f];:: R

Perbedaan Paham : ; _
.. Dalam' memahami Undang uncia.ng;
perkawman dalam hubungannya:de:

ngan..perkawinan. antaragama.: sekus.. . -

rang-kurangnya kita menjumpai- tiga: -
paham. yang berbeda.®) Pertama, per-
kawinan . antaragama -merupakan :pe.
ianggaran _terhadap - Undang~undang-.
perkawman berdasarkan Landasan Pa::
sal-2+ayat, (1) dan: Pasal 8 huruf (1)

yang ‘dengan’ tegas. menyebutkan - hal

itu. Dan ditambah dengan argumentasi.
bahwa setiap agama di Indonesia men-
cegah terjadinya perkawinan antaraga-
ma, -atau sekurang-kurangnya  tidak-
menyenangi:perkawinan antaragama.®

- Keedua, perkawinan antaragama ada-:
lah sah dan oleh karenanya dapat di-
langsungkan, karena perkawinan ter-
sebut - tercakup dalam Perkawinan:
Campuran.”? Titik berat Pasal 57

§), Kristalisasi pendapat mengenai perkawin-
an antaragamz mengarah pada tiga ke
'iompok pendapat (pasham) yang memi-
liki dasar pemikiran yang secara eksirein’
berbeda. Perhatikan Majalah Panji Ma-
syarakat, Nomor. 510 Tahun - 1986,
him. 14-dan seterusnya yang meresume
hasil  penelitian Puslitbang Kehidupan
Beragama Departemen Agama RI, serta
hasil seminar tentang Perkawinan Antar-
agama dan Permasalahannya, 9 Juli
1986 oleh Departemen Agama RI.

6) Perhatikah Asmin, S.H. dan R. Tama,
S5.H, Loc. cit.

7) Perkawinan campuran yang dimaksd di
sini adaiah mencakup perkawinan antar-
golongan, autaragama dan antartempat.
Lihat Prof. M. Dr. 8. Gautama, Hukum
Antargolongan (Jakarta; Ikhtiar Bamn,
1980), him, 130--132, Pasal-pasai dalam
Perauran Pexkawman Campuran (,Rege—
ling ‘op de Gemengde Huwelifken D.
1898 No. 158-yang dalam penulisan ini
untuk selanfutnya disebut dengan dkro-
nim GHR), menurut beliau termasuk
dalam perkawinan campuran antaragama :

et s’ mritartamasnndt dalase artr gracs o
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tentang perkawinan campuran térletak
pada’ ”dua ‘orang ‘yang ai Indonesia
tunduk ‘pada hukum yang berlainan™;
demlk;an ‘menurut pendukung paham’
. Karena 'itu_pasal ‘inj ‘tidak’ saja
mengatur perkawinan antara dua orang
yang -berbeda 'kewa‘rgan‘ega'raan' akan
tetapi 3uga antara dua orang yang ber-
beda “agama, 'yang" masmg—masmg aga-
ma _niemiliki : hukum- yang ‘berbeda,
Untuk’ pe}aksanaannya dilakukan me-
nurutitata cara‘yang diatur oleh Pasal
6 ‘Peraturan Perkawinan:Campuran.®)
“‘Keriga, Undang-undang perkawinan
tidak- mengatur samasekali ‘masalah
perkawinan antaragama. Berdasarkan
haltersebut, dengan merujuk kepada
Pasal 66 - Undangundang perkawinan
pendukung paham  ini menganggap
bahwa :peraturan-peraturan lama sela-
ma Undang-undang - perkawinan  he:
lum mengaturnya, dapat diberdakukan.

Oleh karena itu, persoalan perkawinan

antaragama harus merﬂjuk kepada
* peraturan perkawinan.campuran.® .

Pengaturan Perkawinan Antaragama

" Pasal.8 Undang-undang Perkawinan
seperti kita ketahui menentukan seper-
angkat larangan ‘perkawinan sebagai
sebagian dari syarat-syarat perkawin-
an.® Pada huruf (f) pasal tersebut

8) Pasal 6 ayat 1 GHR berbunyi "Perka-
‘winan campuran diatur menurit hulem
sang suami, tetapi persetujnan para p}.hak
selaln dxsyaratkan

9) Salah satu pandangan yang mendukung
pendapat ini, lihat Zulfa Djoko Basuki,
8., “Perkawinan Antaragama Dewasa
Ini di Indoresia, Ditinjau darj Segi Hu-
kum Antar Tata Hukum®, Majalah Hie
ktim dan Pembangzman Na 3, Juni
1987.

10 Sahnya (sya:at—syarat) perkawman dxga

Hukum dan Pembengungy

kita melihat bahwa perkawinan ada.
lah’ terlarang bilamana agama menen-
tukan hal tersebut. Hal ini berarti bah=:
wa perkawinan antaragama akan “se-
lalu dibatasi atau tidak diperkenankan’
apabila hukum agama melarang per-'-
kawinan antaragama. ' -
‘Dalam kenyataannya memang te-
lah kita-maklumi bashwa perkawinan
antaragama ‘tidak diperkenankan oleh”
setiap agama di Indonesia.) Tetapi;
persoalannya ‘sekarang adalah, apakih
perkawinan antaragama digtur dalam:
Undang-undang perkawinan ?° u
Perkawinan antaragama atau vang
blasa ‘disebut dengan perkawman cam-
puran,’? sebenarnya samasekali tidak
diatur dalam Undang-undang Perka-
winan. Materi perkawinan campuran
yang diatur dalam Undang-undang ini
hanyaiah materi perkawinan, campuran
“internasional”’, dalam arti bahwa pe-
ngertian perkawinan campuran yang
diztur dalam Undang-undang Perka-
winan hanyalah perkawinan antara dua
mempelai yang berlainan kewarganéga-
raan, seperti vang diatur dalam Pasal
57 Undang-undang Perkawinan, 13

11} Perhatikan Zuifa Djoko Basuki, Loc. cit.,
him. 237, dan Rusli, S.H. dan R. Tama,
S.H., Op. ¢it, him. 31. Dan lihat juga
Asmin, S.H., Status Perkawinan Aniar-
egama (Jakarta: Dian Rakyat, 1986),
him. 34-49, :

12) Prof. Mr. In, 8. Gautama, Loc. cif.

13) Pasal.57 Undangundang Perkawinan ber-
bunyi: yang dimaksud dengan perkawin-
&n campuran dalam undangundang ini
jalah perkawinan antara dua orang vang
di Indonesia tunduk pada hukum vang
berlainan, karena perbedazn: kewargane-
garaan dan salah satu pihak berkewar-
ganegaraan Indonesia. Sifat internasional
dalam perkawinan campuran vang diatur
dalam Undangundang Perkawinan sa-
ngat terbatas vakni lketerbatasan madn



Perkaiinan Antaregama

Pertanyaan yaﬂg tlmbui kemud:an_

adalah mengapa perkawman antar-

agama “tidakdiatur a’alam Undang—_
undang ni? Jawabin yang’ tepat me-

nurut hemat kami adalah udak diatur-
nya perkawman antaragama dikarena-

kan perkawman sedemxk}an itu dzla—_

[ perkawman antaragama 1m n-='
dak mengatur tata cara perka\mnan_

antaragama

Paharn y:mg Log:s

Penuhs telah mengemukakan bebe- :
rapa paham yang satu sama lain berbe- -

da dalam menafsukan Undang-undang
perkawinan mengenai masalah perka-

winan antaragama. Agar lebih. mem- .

pergelas masalah perkawinan antaraga-

ma’ ini, perlu dskap paham ‘mana dari
ketlga paham tersebut d1 atas yang .
selaras denigan kerangka maten Un-"

dang—undang perhawman

Paham yang berpendapat bahwa

perkawinan campuran dalam hal ini

perkawman antaragama tldak dlatur_

dalam’ Undang»undang perkawman dan

karenanya perkawinan antaragama da-.

pat dilangsungkan (ditolerir oleh Un-

dang-undang perkawinan ini), melaluj
rujukan Pasal 66 Undang- -undang per-
kawinan Jo Pasal 2 dan Pasal 7 ayat'_'
(2) ‘GHR,'® ménurut hemat kami .

donesin. Mengenai pengertian internasio-

nal dalam tulisan ini likat Prof. Mr. Dr.-

S. Gautama, Pengantar Hukum Perdata
Internasional [ndonesia (Jakarta: Bina
Cipta, BPHN, 1982), hlm. 1—-6.

14} Oleh karena merupakan kaidah larangan,
maka perkawinan campuran (perkawma.n
antaragama) tidak diatir daiam Undarzg~
undang Perka winan ini.
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adalah’ kurang tepat, Tidak " diatur-
nya “perkawinan campuran’ (perka-_‘
winan antaragama) semata-mata dige.
babkan perkawinan antaragama adalah
d;larang oleh Undang-undang perka:

winan. Jadi, bila Pasal 66 Undangun-

dang perkamnan dxpergunakan dengan_
merujuk Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (2)
GHR, berarti bahwa Pasal 66 Undang-___:

undang perkawman dlpergunakan un-.

tuk ‘mengeliminir Pasal 2 ayat ( 1) dan.
Pasal 8 hurof (f) Undang undang per-
kawinan. Jelas hal ini samasekali tidak
61kehendak;. oleh pembentuk Undang
undang '
Bilamana penggunaan Pasal 66 Un{':
dang*undang perkawinan yang meru-_'
juk Pasal ‘2 dan Pasal 7 ayat (2) GHR
dimaksudkan ‘untuk memenuhi kebui'
tulian“hukum matetiil, hai ini tidak: "
lah tepat, karena lembaga perkawinan
antaragama adalah secara définitif di-"
larang Undang-undang perkawinan. De-"
ngan demikian, sesunggnhnya,” Uni®
dang-undang perkawinan tidak mémer.
lukan pemenuhan hukum materiil bagi
lembaga perkawinan antaragama yang”
tidak ‘diatur - dalam Undang undang
perkawmaﬁ g '

na Pezkawmaa Campuran fiap perem-
puan memperoleh  status pihak suami
dan mengikutinya”, atan keturunan ti-
“dak pernah ‘dapat merupakan penghalang
untuk menikah. Pasal-pasal ini sering di-
-sebut sebagai pasal:pasal yvang memberi-
kan kapasitas persamaan hukum yang
sering dikatakan sesuai Pasal 7 avat 2
GHR berbunyi: "Perbedaan egama, go-
longan 1akyat.

Dikarenakan Lembaga Perkawinan Cam-
puran tidak diatur dalam UU Perkawin-
an, maka untk memenuhi kebutuhan
Hukum Materiil, Lembaga Perkawinan
Campuran dapat dibuka kemungkinan-
nya melalui mjukan Pasal 66 UU Perka-
wARAT T Paeal D Fan T IO IR Bamde
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___Selan_]utnya paham 1am .berpenda-

antaragama term uk perkawman an-

tara dua orang yang di Indonesia. tun-,

duk ‘pada hukum _yang berlainan. Me-

AUt hemat kami, pandangan ini kira-_

nya . kurang tepat. Mengingat, bahwa
penafs;ran katimat ’ pelkawman antara

dua orang yang di Indonesia ‘tunduk .

pada hukum yang berlainan”, 17, harus
dihubungkan dengan konteks perbeda-
an kewarganegaraan. yang merupakan

kesatuan pengertian perkawinan cam- .

puran dalam Pasal 57 Undang~undang
perkawinan.'® Jadi, Pasal 57 Undang-
undang perkawinan ini tidak dapat di-
anggap. sebagai pasal pembuka peluang
diaturnya perkawinan antaragama.

_Akhitnya, kita sampai pada paharh '

ketiga vang bexpendapat bahwa perka-
winan antaragama adalah tidak diper-
kenankan ‘atau -ditutup - peluangnya
dalam Undangundang perkawinan.
Pandangan ini mengacu pada landasan
Pasal 2.ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f)
Undangundang perkawinan. Menmurut
hemat kami, pandangan ini logis dite-
rima ‘oleh karena landasan “hukum
agama merupakan crucial pomt da-

RI Bismar Siregar, 8.H. Lihat Kompas,
Senin 16 Novemher 1987 :

17) Kursif penulis.

18) Yang lebih_ tepat disebut perkawinan
campuian internasionzl, sapra, cataian

Hu__kr{m ﬁqn Pgmbangu__r_;__c_;r;_

lam Undang-undang perkawinan inj.!®
Dan, harus (diakui, Undang-undang per-
kawman ini. memang menutup atau.
tidak memperkenankan perkawm
antaragama : :
Deskripsi_di atas. memperilhatka__;
kepada kita_ bahwa perkawman antar- !
agama jelas merupakan lembaga yang.
ditolak . eksistensinya dalam, Undaug-"' B
undang perkawman ___Dengan demi-
“kian, apabﬂa peikawman antaragama
hendak diterima dalam sistem Tukum-
perkawman di Indonesia, maka sebagai Y
konsekuensi logisnya adalah Undang-
undang perkawinan harus dicabut atau ..
dihapuskan! Mengingat, bahwa sistem
hukuin perkawinan yang diatur dalam
Undangundang perkawinan menolak -
eksistensi perkawinan antaragama.

Kesimpuiah

I}ndang-undaug perkawinan adalah
hasil suatu usaha untuk nmtenciptakan
hukum naszonal Cyaitu lwkum yang
berlaku bag1 senap warga negara RI, :
Undangundang ini merupakan suatu
unifikasi yang unik dengan menghor—_.
mati secara penuh adanya varjasi ber-
dasarkan agama  dan kepercayaan
yang berketuhantan Yang Maha Esa.20)
Namun, Undangundang peikawman
inj tidaklah dapat dikatakan telah cu- .
kup sempurna dalam arti segenap ma-
salah dalam hukum perkawinan di In-
donesia dapat diantisipasi oleh Un.-
dang-undang ini.

Perkawinan antaragama yang meru-
pakan suatu kenyataan sosial mem-
berikan alternatif absolut untuk me-

19) Supra, catatan nomeor 6 dan i1,

20) Sekedar meminjam perkataan Prof. Dr.
Hazairin, S.H. mengenai keunikan dari
heterogenitas masvarakat Indonesia da-



Perkawinan Antaragama

rnentukan-diterimanya lembaga perkas”

éwinan_ antaragama dengan akibat diha-
j_puskan'nya Undang-undang perkawin-

.an atau ‘menetapkat “Undangindang -
aidatichukum ¢

-perkawinan sebagai~
‘yang monumental dengan menuvlak
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lembaga perkawinan antaragariia.

Kiranya hukum yang hidup yan'Eg
terus berkembang dalam pertumbub-
an’ masyarakat-kita yang ‘akan dapat

smenjawab-problematika perkaw man'

antaragama di Indonesia.






